
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 7 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 66 
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 
PAOA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

PROVINSI KALIMANT AN TENGAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

a. bahwa Pasal 7 angka 5 Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 
sudah tidak sesuai dengan Tupoksi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Provinsi Kalimantan Tengah maka perlu dihapus. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah 
Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata kerja Unit 
Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil 
Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan 
Menengah Provinsi Kalimantan Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan 
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 197 4 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4866); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3547); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 
Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1998 Nornor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3743); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 100 
Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741 ); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan 
Provinsi Kalimantan Tengah; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENT ANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 66 
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA 
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI DAN 
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN 
TENGAH. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 7 angka 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 
Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana 
Teknis Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi 
Kalimantan Tengah (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 
66) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal7 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
menyelenggarakan fungsi : 
1. merumuskan kebijakan teknis di bidang peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, 
kecil dan menengah; 

2. menyusun rencana program dan kegiatan serta kurikulum dan materi 
pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta 
aparatur pembina koperasi dan usaha mikro, kecil dan Menengah; 

3. melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pendidikan dan 
latihan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, aparatur 
pembina koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta tenaga 
pelatih; 

4. melaksanakan kegiatan pelatihan koperasi dan usaha mikro, kecil dan 
menengah serta pelatihan bagi aparatur pembina koperasi dan usaha 
mikro, kecil dan menengah; 

5. Dihapus 
6. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas. 
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Pasalll 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! KALIMANTAN TENG 

SEKDA 1/.V3 • 

ASISTEN 

KARO 
HUKUM 

SATUAN 
KARO 

ORGANISASI 
KERJAI 

UNIT KADIS 
PENGOLAH KOPERASI, 

UMKM 

KABAG 
P. Per-UlJ.en 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 25 ISare-'- 2:1,:"' 
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SEKRET ARIS DAERAH PROVINS I 
KALIMANT AN TENGAH, 

THAMPUNAH SINSENG 

Ditetapkan i Palangka Raya 
pada tan I 23 Maret 201 

ENGAH, 

NG 

BERIT A DAERAH PROVINSI KALIMANT AN TENGAH T AHUN 2010 NOMOR 7 


